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ABSTRAK 

 
 

Ariq Fadel Herman, 1610832002, Skripsi Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul : Gerakan Penolakan 

Masyarakat Sipil Sumatera Barat Terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pembimbing : (1) Dr. Indah Adi Putri.,M.IP (2) Dewi Anggraini S.IP.,M.Si 

 

Penelitian ini berawal dari respon penolakan masyarakat terkait adanya revisi atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI tahun 2019. Gerakan 

penolakan juga terjadi di Sumatera Barat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, 

aktivis LSM dan unsur masyarakat sipil lainnya. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera 

Barat (KMSS) merupakan sekumpulan organisasi masyarakat sipil yang juga ikut 

serta melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang tersebut. Pertanyaan 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat 

memperjuangkan penolakan terhadap Revisi UU KPK. Tujuan penelitian ini untuk 

menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera 

Barat dalam melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Sedangkan untuk menentukan informan penelitian menggunakan purposif 

sampling. Untuk membantu menjelaskan fenomena peneliti menggunakan teori 

komprehensif gerakan sosial yang merupakan perpaduan dari tiga teori dominan 

dalam melihat gerakan sosial baru oleh Doug McAdam, John D. McCarthy, dan 

Mayer N Zald ditambah konsep masyarakat sipil dari AS Hikam. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KMSS berawal dari 

melakukan konsolidasi gerakan dan berlanjut dengan cara-cara kampanye media 

sosial, penyebaran pamflet, aksi-aksi kreatif, petisi dan demonstrasi. 

 

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Revisi UU KPK, Anti Korupsi, Koalisi  

Masyarakat Sipil Sumatera Barat. 



ABSTRACT 

 
 

Ariq Fadel Herman, 1610832002, Diploma Thesis, Department of Political 

Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Title: West 

Sumatra Civil Society Rejection Movement Against the Revision of Law Number 

30 Year 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Advisors: (1) 

Dr. Indah Adi Putri., M.IP (2) Dewi Anggraini S.IP., M.Si 

 

This research begins with the response of the community's refusal regarding the 

revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication 

Commission committed by the Government and DPR RI in 2019. A resistance 

movement also occurred in West Sumatra, which was driven by students, lecturers, 

NGO activists and other elements of civil society. The West Sumatra Civil Society 

Coalition (KMSS) is a group of civil society organizations that also participated in 

rejecting the revision of the Law. The question in this research is how the West 

Sumatra Civil Society Coalition to fight for rejection of the KPK Law Revision. The 

purpose of this research is to explain the efforts made by the West Sumatra Civil 

Society Coalition in rejecting the revision of Law Number 30 Year 2002. The  

research method used is qualitative with a case study approach. Meanwhile, to 

determine the research informants using purposive sampling. To help explain the 

phenomenon, researchers use a comprehensive theory of social movements which is a 

combination of three dominant theories in looking at new social movements by Doug 

McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N Zald plus the concept of civil society  

from AS Hikam. The results of this study indicate that there are efforts made by 

KMSS starting from consolidating the movement and continuing with social media 

campaigns, distributing pamphlets, creative actions, petitions and demonstrations. 
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